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SAMBUTAN 

DIREKTUR JENDERAL 
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 

PADA RAPAT KOORDINASI DAN PEMBAHASAN PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Selamat pagi;
Salam sejahtera bagi kita semua
Yth. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Yth. Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas
Yth. Para Narasumber 

Yth. Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua yang hadir di sini masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehat wal’afiat, untuk bersama-sama mengikuti acara “Rapat Koordinasi Dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja”.
Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan selamat datang kepada para peserta rapat. Semoga, kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di acara ini; diantara kesibukan yang padat di daerah masing-masing; dapat memberikan hasil yang positif bagi tujuan rapat koordinasi yang diharapkan.


Hadiri yang berbahagia, 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan telah diundangkan pada tanggal 8 Mei 2018. Secara garis besar Peraturan Pemerintah yang baru masih mengusung semangat yang sama yaitu tentang: 

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

c. Peningkatan Kapasitas Anggaran;
d. Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana. 

Secara otomatis aturan perundangan di bawahnya terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri yang masih mengacu pada PP yang lama, harus segera disesuaikan. Selain karena aturan di atasnya yang berubah juga menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di daerah menyangkut kegiatan penegakkan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja yang sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan serta perlu dilakukan perubahan.
Hadirin Peserta Rapat Koordinasi,
Untuk menjawab tantangan bahwa Penegakan Perda, penyelenggaraan Tibum & Tranmas serta Linmas sebagai Pelayanan Dasar yang wajib bagi Pemerintah Daerah, dibutuhkan Aparat Satpol PP yang profesional, salah satunya adalah melalui Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
Rapat koordinasi pada kesempatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mencari solusi yang tepat guna memecahkan persoalan peningkatan
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 tentang Pengangkatan Pegawai  Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing.  Dalam peraturan ini ada banyak hal yang berubah, yang utama adalah sesuai pasal 13 disebutkan bahwa, “Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021”. 

Perubahan lainnya, menyangkut format, tata cara dan mekanisme penyesuaian/inpassing ini harus benar-benar dipahami oleh kita semua untuk menjamin  kelancaran pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
]Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampaikan pada kesempatan ini dan akhirnya, atas izin Allah SWT, dengan mengucapkan Bismillahhirrahmanirrohim, Rapat Koordinasi Dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja”, secara resmi saya nyatakan DIBUKA. Sekian dan terima kasih.  
Wabilahitaufik Walhidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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